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PUTUSAN
Nomor 175/Pdt.G/2013/PA Crp.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja,
bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan
saksi-saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 175/
Pdt.G/2013/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada
tanggal 7 Mei 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar

berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta
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Nikah Nomor 55/05/V/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu,
Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 Mei 2004;

2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka, dan
sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh
lengkapnya sebagaiman tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di
atas;

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Baru 2 selama lebih kurang 3 bulan, tidak
pernah berpindah-pindah, setelah itu berpisah;

4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami
isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir
tanggal 1 November 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah tidak pernah
rukun dan harmonis dikarenakan masalah yang terjadi pada saat sebelum menikah
dengan Penggugat, Tergugat berencana ingin menikahi perempuan lain yang
bernama WIL, namun karena Penggugat sudah hamil oleh Tergugat dengan usia
kandungan 3 bulan, akhirnya Tergugat menikahi Penggugat, tetapi Tergugat masih
berhubungan dengan perempuan tersebut (WIL);

6 Bahwa, pada pertengahan September 2005, berawal pada saat itu Tergugat memaksa
Penggugat untuk menandatangani surat izin untuk Tergugat menikah lagi, dan surat
tersebut ditandatangani oleh Penggugat, namun karena Penggugat tidak bersedia
untuk dipoligami akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke

rumah orang tua Penggugat;
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7 Bahwa, semenjak perginya Penggugat dari kediaman bersama yang hingga sekarang
sudah berjalan lebih kurang 8 tahun, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat
dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;

8 Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

9 Bahwa, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan
sama sekali dengan menanggung satu orang anak dan kebutuhan Penggugat dan
anak di bantu oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu untuk
membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara
cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan
Tidak Mampu dari Kepala Desa Karang Anyar Pal VIII Nomor 63/170205.2007/
P.VIII/2013;

10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar
lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 175/Pdt.G/2013/
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PA Crp. tanggal 16 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak
melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa:

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani
Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/05/V/2004 Tanggal 7 Mei 2004,
telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode
P.1 serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1 SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat adik kandung saksi;

e Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang
sebagai Tergugat;

e Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Pal VIII saksi

hadir;
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e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang
sekarang ikut dengan Penggugat;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari kemudian pindah kerumah
rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah;

e Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sewaktu
Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Tergugat
menikah lagi dan tinggal dirumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak pulang-
pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah
orang tuanya di Pal VIII

sampai sekarang;

e Bahwa setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah
memberikan nafkah untuk Penggugat;

e Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi
lebih kurang 8 tahun lamanya;

2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, perkerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;

e Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang

sebagai Tergugat;
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e Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak hadir namun
saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat memang sudah menikah;

e Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan satu
orang anak;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian Penggugat
dengan Tergugat berpisah;

e Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah bepisah lebih kurang 8
tahun;

e Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat
menikah lagi, dan setelah menikah Tergugat tidak pernah pulang menemui
Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

e Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak
pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,

dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan
yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum
dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg.
serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara
maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan
perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah tidak
pernah rukun dan harmonis karena awalnya Tergugat ingin menikah dengan perempuan
yang bernama WIL, namun karena Penggugat telah hamil duluan dengan Tergugat maka
Tergugat menikahi Penggugat namun Tergugat tetap menjalin hubungan dengan WIL.
Pada pertengahan September 2005 Tergugat memaksa Penggugat untuk menanda
tangani surat izin Tergugat menikah lagi, karena setelah menikah sampai satu minggu
lamanya Tergugat tidak pulang-pulang menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak
bersedia di poligami akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat,
semenjak Penggugat pulang yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 8 tahun
lamanya, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pula mengirim

nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
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Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah
menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi
sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di
bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga
Penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menerangkan
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selam lebih kurang 8 tahun disebabkan
sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Tergugat
menikah lagi dan tinggal dirumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak pulang- pulang
kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pal
VIII sampai sekarang, semenjak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah
memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menerangkan
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 tahun
disebabkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat,
Tergugat menikah lagi dan tinggal dirumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak
pulang-pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah orang

tuanya di Pal VIII sampai sekarang, semenjak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah
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datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak
pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang
tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling
bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut
ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

e Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah harmonis;

e Bahwa setelah menikah lagi dengan WIL, selama satu minggu Tergugat tidak
pernah pulang menemui Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang
tuanya sampai sekarang;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang delapan
tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim
menilai perbuatan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005
tanpa ada tanda-tanda kembali sehingga Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan
cerai;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti meninggalkan
Penggugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa nafkah lahir batin, dan
apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan kemadlorotan yang lebih

besar yaitu masing-masing mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri serta masing-
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masing tidak dapat menjaga kehormatannya sehingga mudah terperosok dalam
perzinaan dengan orang lain, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in
sughro Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari kitab Fighus
Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim yang artinya : “Dan
bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh
menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam
pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat,
maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei
2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/V/2004 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong harus
dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak
datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu
tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula gugatan Penggugat tidak
melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan
Pasal 150 R.Bg,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara,
untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang
Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu
Raya, Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu

ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama
Curup pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai ketua majelis serta
Drs. Sirjoni dan Djurna’aini, S.H sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan
dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai panitera

pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

dto dto
Drs. Sirjoni Abd. Samad A. Azis, S.H.
Hakim Anggota II,

dto

Djurna’aini, S.H.

Panitera Pengganti,
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)
=

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran |: [Rp |-
ATK Pekara : |Rp. {50.000,-
3. |Biaya Panggilan |: |Rp [95.000,-
Biaya Redaksi : Rp |
5. |Biaya Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A Aman A.Yamin, S.H
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